
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1721, 2020 KEMENPP-PA. Kekerasan Berbasis Gender dalam 

Bencana. Pelindungan Perempuan dan 

Pelindungan Anak.  
 

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK DARI 

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan 

rasa aman, pelindungan dari ancaman ketakutan, dan 

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia; 

b. bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak 

sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan 

termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga 

diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara 

komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan; 

c. bahwa Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

dan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak 

mengamanatkan kepada negara untuk melindungi 

perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan 
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diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender dalam 

bencana;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelindungan 

Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan 

Berbasis Gender dalam Bencana; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 133); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan 

Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);  

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN 

BERBASIS GENDER DALAM BENCANA. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang 

ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman 

kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui 

perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis 

yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 

2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

3. Kekerasan Berbasis Gender  yang selanjutnya disingkat 

KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang 

disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis 

kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak 

atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak 

menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa 

penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di 

dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-

wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan 

di ranah publik maupun kehidupan pribadi. 

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan perempuan dan 

Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam kehidupan masyarakat. 
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7. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang 

dimaksudkan untuk memberdayakan diri perempuan 

dan Anak yang menjadi korban KBG dalam Bencana 

sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 

unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah 

daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan 

Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

pelindungan khusus, dan masalah lainnya.  

9. Penyintas adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup 

setelah mengalami kejadian Bencana atau guncangan 

lainnya.  

10. Korban adalah seseorang yang mengalami KBG. 

11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

media massa, dunia usaha, organisasi sosial, dan/atau 

organisasi kemasyarakatan. 

12. Ruang Ramah Anak adalah tempat yang aman untuk 

menciptakan lingkungan pengasuhan bagi Anak sehingga 

Anak dapat mengakses kegiatan bebas dan terstruktur, 

rekreasi, kegiatan bermain, dan belajar. 

13. Ruang Ramah Perempuan adalah tempat dimana 

perempuan merasa aman baik secara fisik maupun 

psikologis sehingga perempuan dapat mengakses layanan 

dan pemberdayaan sesuai kebutuhan. 

14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen 

PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan tugas pemerintahan di bidang 

perlindungan anak. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 
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Pasal 2 

Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak yang 

mengalami KBG dalam Bencana, dilakukan berdasarkan 

prinsip:  

a. responsif gender, artinya setiap petugas pemberi 

pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah 

perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam 

Bencana;  

b. nondiskriminasi, artinya setiap perempuan dan Anak 

tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan 

dengan KBG dalam Bencana yang dialaminya, serta tidak 

boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain 

kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu; 

c. hubungan setara dan menghormati, artinya pemberian 

layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami KBG 

dalam Bencana harus dijalankan dengan rasa hormat 

untuk membangkitkan harga dirinya;  

d. menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya pelayanan 

harus diberikan di tempat yang menjamin privasi dan 

kerahasiaan informasi yang terungkap dari perempuan 

dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana; 

e. memberi rasa aman dan nyaman, artinya setiap petugas 

pemberi layanan harus memastikan bahwa perempuan 

dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana berada 

pada kondisi aman dan nyaman saat menceritakan 

permasalahannya; 

f. menghargai perbedaan individu, artinya setiap 

perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam 

Bencana harus dipandang sebagai pribadi yang unik, 

yang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup, dan 

cara menghadapi tekanan yang berbeda sehingga tidak 

boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam 

hal apapun; 

g. tidak menghakimi, artinya setiap petugas pemberi 

layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi atau 

informasi yang didapatkan dari perempuan dan Anak 
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yang mengalami KBG dalam Bencana tidak akan dinilai 

atau dihakimi; 

h. menghormati pilihan dan keputusan Korban sendiri, 

artinya pemberian layanan harus dilakukan dengan 

persetujuan perempuan dan Anak yang mengalami KBG 

dalam Bencana, oleh karena itu petugas harus 

menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana 

tindakan yang akan dilakukannya dengan memberikan 

informasi dan pandangan sehingga perempuan dan Anak 

yang mengalami KBG dalam Bencana dapat membuat 

keputusan dari pilihan yang tersedia; 

i. peka, artinya memahami latar belakang, kondisi, dan 

pemakaian bahasa yang sesuai serta dimengerti oleh 

perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam 

Bencana; 

j. cepat dan sederhana, artinya pemberian layanan harus 

diberikan dengan segera tanpa ditunda dan harus 

diusahakan agar perempuan dan Anak yang mengalami 

KBG dalam Bencana tidak ditanya berulang kali tentang 

hal yang sama terkait identitas maupun kasusnya; 

k. empati, artinya sanggup untuk menempatkan diri dalam 

posisi perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam 

Bencana sehingga merasa diterima, dipahami, dan dapat 

terbuka menceritakan permasalahannya; dan 

l. pemenuhan hak Anak, artinya setiap Anak berhak atas 

penghormatan dan penggunaan sepenuhnya haknya 

untuk bertahan hidup, pengembangan, pelindungan dan 

partisipasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-

Hak Anak. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan 

Masyarakat dalam memberikan upaya Pelindungan 

Perempuan dan Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana. 
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Pasal 4 

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri ini yakni untuk: 

a. meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan 

bahwa dalam situasi Bencana, perempuan dan Anak 

memiliki risiko mengalami KBG yang berdampak serius 

dan dapat mengancam keselamatan jiwanya; dan 

b. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan 

spesifik bagi perempuan, dan kebutuhan khusus bagi 

Anak. 

 

Pasal 5 

Pelindungan dari KBG dalam Bencana ditujukan kepada: 

a. perempuan; dan 

b. Anak. 

 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan 

Anak dari KBG dalam Bencana mengacu pada pedoman 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. pendahuluan;  

b. standar dasar;  

c. standar mitigasi, pencegahan, dan respon;  

d. standar koordinasi dan operasional;  

e. format pemantauan dan evaluasi; dan 

f. penutup. 

 

Pasal 7 

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Pelindungan 

Perempuan dan Pelindungan Anak dari KBG dalam 

Bencana dengan cara: 

a. memastikan adanya program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah provinsi tentang pelindungan hak perempuan 

dan Anak dari KBG dalam Bencana; 
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b. memastikan terpenuhinya kebutuhan spesifik 

perempuan dan kebutuhan khusus Anak termasuk 

penyandang disabilitas dan lanjut usia; 

c. memantau perkembangan layanan terkait penanganan 

Korban;  

d. membangun mekanisme pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan layanan Pelindungan 

Perempuan dan Pelindungan Anak dari KBG dalam 

Bencana secara berkala dan berjenjang; dan 

e. menyusun rencana aksi Pelindungan Perempuan dan 

Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana.  

 

Pasal 8 

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota mengoordinasikan 

Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari 

KBG dalam Bencana di tingkat daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dengan cara:  

a. menyediakan informasi dan data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis 

kerentanan KBG; 

b. membangun komitmen pemangku kepentingan 

terhadap pencegahan, penanganan, dan 

Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana; 

c. menyediakan fasilitas Ruang Ramah Perempuan 

dan Ruang Ramah Anak, serta sarana dan 

prasarana yang responsif gender pada kondisi 

tanggap darurat dan rehabilitasi yang 

mengakomodasi sumber daya lokal; 

d. menyediakan layanan pengaduan, penanganan, 

dan rujukan yang dibutuhkan perempuan dan 

Anak korban kekerasan yang mengakomodasi 

kearifan lokal; dan 

e. memastikan Korban atau Penyintas mendapatkan 

layanan pemberdayaan sesuai potensi, 

kemampuan, dan kebutuhannya agar cepat pulih, 

mandiri, dan produktif.   
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Pasal 9 

Pendanaan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak 

dari KBG dalam Bencana bersumber dari:  

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan.  

 

Pasal 10 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2020 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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